
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 243/PMK.07/2010 

TENTANG 
ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU 

TAHUN ANGGARAN 2010 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, alokasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 
Cukai Hasil Tembakau pada tahun berjalan; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 66A Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pembagian Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau yang diatur oleh Gubernur, untuk daerah 
provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan dengan persetujuan 
Menteri Keuangan; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Anggaran Transfer ke Daerah, penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau Triwulan IV dilaksanakan pada bulan Desember 
sebesar selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah 
disalurkan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau Tahun Anggaran 2010; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4755); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575); 

5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;  

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/20010 tentang 
Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 
Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2010; 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI 
DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 
ANGGARAN 2010. 
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